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ABSTRACT

Education plays an important role in the development of society. Effective,
accountable, and transparent education governance is needed to ensure the
realization of quality education. This article reviews supervisory strategies as an
effort to increase accountability and transparency in education governance.
Through literature review and expert opinion, this article investigates the role of
oversight in ensuring compliance with education policies, efficient use of
resources, and monitoring the performance of educational institutions. In addition,
the close relationship between supervision, accountability, and transparency is
also detailed, where effective supervision helps strengthen accountability and build
transparency in education governance. The practical implications of this research
include: There is a need for the implementation of targeted supervisory strategies.
Capacity building of supervisory agencies. Strengthening interagency cooperation
to achieve the goals of accountability and transparency in education governance.
Thus, this article contributes to understanding supervision's role in improving
educational governance's effectiveness.

Keywords: Oversight, Accountability, Transparency, Education Governance,
Effectiveness
ABSTRAK

Pendidikan memegang peranan penting dalam perkembangan suatu masyarakat.
Untuk memastikan terwujudnya pendidikan yang berkualitas, dibutuhkan tata
kelola pendidikan yang efektif, akuntabel, dan transparan. Artikel ini meninjau
strategi kepengawasan sebagai upaya untuk meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam tata kelola pendidikan. Melalui tinjauan literatur dan pendapat
ahli, artikel ini menyelidiki peran kepengawasan dalam memastikan kepatuhan
terhadap kebijakan pendidikan, penggunaan sumber daya yang efisien, dan
pemantauan kinerja lembaga pendidikan. Selain itu, hubungan erat antara
kepengawasan, akuntabilitas, dan transparansi juga diperinci, di mana
kepengawasan yang efektif membantu memperkuat akuntabilitas dan membangun
transparansi dalam tata kelola pendidikan. Implikasi praktis dari penelitian ini
termasuk perlunya implementasi strategi kepengawasan yang terarah,
peningkatan kapasitas lembaga pengawas, serta penguatan kerjasama
antarlembaga untuk mencapai tujuan akuntabilitas dan transparansi dalam tata
kelola pendidikan. Dengan demikian, artikel ini memberikan kontribusi penting
dalam pemahaman tentang peran kepengawasan dalam meningkatkan efektivitas
tata kelola pendidikan.

Kata Kunci: Kepengawasan, Akuntabilitas, Transparansi, Tata Kelola Pendidikan,
Efektivitas
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A.Pendahuluan

Dalam konteks dinamika
pendidikan yang terus berkembang,
strategi kepengawasan memegang
peran yang sangat penting dalam
memastikan akuntabilitas dan
transparansi dalam tata kelola
pendidikan.

Meninjau strategi

kepengawasan menjadi esensial
untuk memastikan bahwa setiap
langkah  yang  diambil  dalam
pengelolaan pendidikan dapat
dipertanggungjawabkan secara
efektif. Pendapat para ahli
pendidikan, seperti yang dinyatakan
dalam berbagai penelitian dan jurnal,
menyoroti urgensi dan relevansi
strategi kepengawasan dalam
mencapai tujuan tersebut.

Dr. Ahmad Rahman, dalam
penelitiannya yang diterbitkan di
jurnal "Pendidikan Indonesia"
(Rahman, 2019), menggarisbawabhi
bahwa keberhasilan tata kelola
pendidikan bergantung pada
efektivitas mekanisme
kepengawasan yang diterapkan. la
menyoroti bahwa kepengawasan
yang baik harus mencakup
monitoring yang ketat terhadap
kinerja lembaga-lembaga pendidikan
serta penegakan standar yang jelas

untuk memastikan akuntabilitas.

Sementara itu, penelitian oleh
Prof. Dewi Kusuma dalam jurnal
Pendidikan

(Kusuma, 2018) menunjukkan bahwa

"Jurnal Kebangsaan"
transparansi dalam tata kelola
pendidikan merupakan salah satu
aspek penting yang didorong oleh
kepengawasan yang efektif. Kusuma
menekankan bahwa kepengawasan
yang baik harus didukung oleh
ketersediaan informasi yang jelas dan
terbuka kepada semua pihak terkait,
termasuk masyarakat.

Menurut penelitian yang
diterbitkan oleh Dr. Indra Wijaya di
jurnal "Pendidikan dan Masyarakat"
(Wijaya, 2020),

teknologi informasi dapat memainkan

penggunaan
peran yang  signifikan  dalam
meningkatkan efektivitas
kepengawasan. Wijaya menyatakan
bahwa pemanfaatan teknologi seperti
sistem informasi manajemen
pendidikan dapat mempermudah
pengumpulan data, pemantauan
kinerja, dan pelaporan, yang pada
gilirannya dapat meningkatkan
transparansi dan akuntabilitas.
Berdasarkan sudut pandang
para ahli tersebut, pendahuluan ini
bertujuan untuk membahas urgensi
meninjau  strategi  kepengawasan
dalam meningkatkan akuntabilitas

dan transparansi tata  kelola
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pendidikan. Dengan mengacu pada
penelitian dan pandangan dari jurnal-
jurnal pendidikan, artikel ini akan
mengeksplorasi  berbagai strategi
kepengawasan yang dapat
diterapkan dalam konteks pendidikan
untuk mencapai tujuan akuntabilitas

dan transparansi yang lebih baik.

B. Metode Penelitian

Metode yang digunakan dalam
artikel ini adalah kualitatif studi
pustaka. Metode ini digunakan
dengan maksud untuk mencari
pembahasan yang mendalam
mengenai topik Eksplorasi
Pendekatan Perencanaan Keuangan
Keluarga dalam Membiayai
Pendidikan Anak. Dalam metode ini,
peneliti mengawali penelitian dengan
menyiapkan  biblografi kemudian
menjadwalkan waktu untuk membaca
bahan penelitian. Pengumpulan data
dilakukan dengan menggabungkan
berbagai sumber dari buku, jurnal
dan penelitian yang sudah pernah
kemudian

dilakukan. Peneliti

menganalisis secara kritis dan
menyeluruh referensi-referensi yang
dikumpulkan untuk  mendukung
usulan ide penelitian. (Adlini dkk,

2022).

C.Hasil Penelitian dan Pembahasan
Kepengawasan dalam Tata Kelola
Pendidikan

Sebuah studi oleh Jones dan
Pendlebury  (2014)
bahwa kepengawasan adalah proses

menegaskan

sistematis yang dilakukan oleh entitas
atau individu yang berwenang untuk
memastikan bahwa kegiatan, proses,
atau institusi tertentu berjalan sesuai
dengan standar, kebijakan, dan
tujuan yang ditetapkan. Adapun
menurut  Sutedi (2018), konsep
kepengawasan juga dapat dilihat
sebagai peran pengawas dalam
memastikan transparansi dan
akuntabilitas dalam tata kelola
pendidikan. Pengawas bertanggung
jawab untuk mengawasi pelaksanaan
kebijakan, mengevaluasi kinerja, dan
menyediakan umpan balik konstruktif
untuk perbaikan.

Sedangkan menurut penelitian
oleh Hidayat, Nasir, & Supardi
(2019), kepengawasan bukan hanya
tentang pemantauan dan
pengawasan, tetapi juga merupakan
instrumen untuk meningkatkan
kualitas pendidikan. Dengan adanya
mekanisme kepengawasan yang
efektif, institusi pendidikan dapat
memperbaiki proses pembelajaran
dan meningkatkan kualitas layanan

pendidikan. Namun pandangan dari
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Tjiptono dan Dieny (2017)
menekankan bahwa kepengawasan
adalah upaya untuk mencegah
penyalahgunaan kekuasaan dan
sumber daya dalam konteks tata
kelola pendidikan. Kepengawasan
yang kuat dapat mengurangi risiko
korupsi, nepotisme, dan kolusi di
lembaga pendidikan.
Dengan menggabungkan
pandangan dari berbagai ahli seperti
yang disajikan di atas, kita dapat
menyimpulkan bahwa kepengawasan
dalam konteks tata kelola pendidikan
adalah proses sistematis yang
dilakukan oleh pengawas atau entitas
berwenang untuk memastikan bahwa
lembaga  pendidikan  beroperasi
sesuai dengan standar, kebijakan,
dan tujuan yang ditetapkan, dengan
tujuan untuk meningkatkan
transparansi,  akuntabilitas, dan
kualitas layanan pendidikan.
Peran Kepengawasan dalam
Meningkatkan Akuntabilitas
Menurut penelitian oleh Brown
dan Potoski (2003), kepengawasan
memainkan peran penting sebagai
mekanisme pemantauan yang dapat
meningkatkan akuntabilitas dalam
sektor publik. Melalui pengawasan
yang efektif, lembaga-lembaga
pemerintah dapat dipantau dan

diawasi secara lebih ketat, yang pada

gilirannya meningkatkan transparansi
dan akuntabilitas. Sedangkan dalam
tulisannya, Nabatchi dan Mergel
(2017) menekankan bahwa peran
utama kepengawasan adalah untuk
memastikan  kepatuhan terhadap
peraturan, prosedur, dan standar
yang telah ditetapkan. Dengan
demikian, kepengawasan membantu
mendorong para pelaku di dalam
organisasi untuk bertanggung jawab
atas tindakan dan keputusan mereka.

Adapun menurut penelitian oleh

Ebrahim  (2003), kepengawasan
berperan sebagai penangkal
penyalahgunaan kekuasaan dan

sumber daya dalam organisasi.
Dengan adanya sistem pengawasan
yang kuat, risiko korupsi dan tindakan
tidak etis lainnya dapat diminimalkan,
sehingga  meningkatkan  tingkat
akuntabilitas dan kepercayaan publik.
Dan juga pandangan dari Hood
(2010) menyoroti bahwa
kepengawasan yang efektif tidak
hanya berfokus pada pemantauan
dan penegakan aturan, tetapi juga
harus mendukung inovasi dan
pembaharuan. Dengan memberikan
umpan balik yang konstruktif,
pengawasan dapat memotivasi
organisasi untuk  meningkatkan
kinerja dan mencari cara baru untuk

meningkatkan akuntabilitas.
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Dari rangkuman pendapat
para ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa peran kepengawasan dalam
meningkatkan akuntabilitas sangat
penting dalam konteks tata kelola
pendidikan dan sektor publik secara
umum. Melalui pemantauan yang
ketat, penegakan aturan,
pencegahan penyalahgunaan
kekuasaan, dan dukungan terhadap
inovasi, kepengawasan dapat
menjadi alat yang efektif untuk
mendorong transparansi,
akuntabilitas, dan kualitas dalam tata
kelola pendidikan.
Peran Kepengawasan dalam
Meningkatkan Transparansi
Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Stansbury dan Barry
(2007), pengawasan memiliki peran
penting dalam mengungkap informasi
yang relevan dan penting bagi pihak-
pihak terkait. Dengan pengawasan
yang efektif, lembaga-lembaga publik
dapat memastikan bahwa informasi
yang dibutuhkan untuk mengambil
keputusan secara transparan tersedia
dan dapat diakses. Dalam tulisannya,
de Renzio (2011) menekankan
bahwa pengawasan bukan hanya
tentang mengontrol atau
menegakkan aturan, tetapi juga
merupakan sarana untuk

memperkuat keterbukaan dan

aksesibilitas informasi publik. Melalui
proses pengawasan yang terbuka
dan akuntabel, lembaga-lembaga
pemerintah dapat membangun

kepercayaan dengan memperlihatkan

komitmen mereka terhadap
transparansi.
Menurut penelitian oleh

McCourt dan Eldridge (2003),
pengawasan memiliki peran penting
dalam mendukung praktik
pengungkapan informasi yang lebih
luas dalam organisasi. Dengan
adanya pengawasan yang Kkuat,
lembaga-lembaga publik cenderung
lebih proaktif dalam membagikan
informasi kepada publik, yang pada
gilirannya meningkatkan
transparansi. Pandangan dari Hope
dan Fraser (2003) menyoroti bahwa
pengawasan yang efektif tidak hanya
bertujuan untuk mengevaluasi kinerja
organisasi, tetapi juga  untuk
mendorong tanggung jawab publik.
Dengan mengungkapkan informasi
secara terbuka dan jujur, lembaga-
lembaga publik dapat memperkuat
transparansi dan  meningkatkan
interaksi dengan masyarakat.

Dari pendapat para ahli di
atas, kita dapat melihat bahwa peran
kepengawasan dalam meningkatkan
transparansi

sangatlah  signifikan

dalam konteks tata kelola pendidikan
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dan sektor publik secara umum.
Dengan memastikan akses terhadap
informasi, memperkuat keterbukaan,
mendukung praktik pengungkapan
informasi, dan mendorong tanggung
jawab publik, pengawasan dapat
menjadi alat yang kuat untuk
memperbaiki transparansi dan
membangun  kepercayaan dalam

institusi publik.

Strategi Kepengawasan dalam
Pendidikan

Menurut Koesrindartoto
(2018), strategi kepengawasan

merupakan seperangkat rencana
atau langkah-langkah yang dirancang
untuk memastikan efektivitas,
efisiensi, dan kepatuhan dalam
pelaksanaan kegiatan organisasi.
metode,

Strategi ini  mencakup

prosedur, dan instrumen yang
digunakan untuk memonitor dan
mengevaluasi kinerja serta
kepatuhan terhadap standar dan
kebijakan yang telah ditetapkan.
Berdasarkan penelitian oleh Hartono
(2017), tujuan utama dari strategi
kepengawasan adalah untuk
meningkatkan transparansi,
akuntabilitas, dan integritas dalam
tata kelola organisasi. Melalui
penerapan strategi kepengawasan
yang tepat, lembaga-lembaga publik

dapat memastikan bahwa kegiatan

mereka dilaksanakan secara sesuai
dengan prinsip-prinsip etika, hukum,
dan standar yang berlaku.

Dalam tulisannya, Utama
(2019) menyoroti bahwa strategi
kepengawasan juga bertujuan untuk
menyediakan informasi yang akurat
dan relevan kepada pemangku
kepentingan, sehingga mereka dapat
membuat keputusan yang tepat dan
berbasis data. Dengan demikian,
strategi kepengawasan tidak hanya
berfokus pada pengendalian, tetapi
juga pada pemberdayaan pemangku
kepentingan. Pandangan dari Agus
(2016) menekankan bahwa salah
satu tujuan utama dari strategi
kepengawasan adalah untuk
meminimalkan risiko dan
meningkatkan  kinerja  organisasi.
Dengan adanya pengawasan yang
efektif, lembaga-lembaga publik
dapat mengidentifikasi dan mengatasi
potensi masalah atau kelemahan
yang dapat mengganggu pencapaian
tujuan organisasi.

Berdasarkan penjelasan dari
para ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa strategi kepengawasan adalah
serangkaian langkah atau tindakan
yang dirancang untuk memastikan
kepatuhan, efektivitas, dan
transparansi dalam tata kelola

organisasi. Tujuan dari strategi ini
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adalah untuk meningkatkan

transparansi, akuntabilitas,
mendukung pengambilan keputusan
yang tepat, meminimalkan risiko, dan

meningkatkan kinerja organisasi.

Bentuk-bentuk Strategi
Kepengawasan dan
Implementasinya  di Berbagai
Konteks

Menurut penelitian yang

dilakukan oleh Riyadi (2016), ada
beberapa bentuk strategi
kepengawasan yang umum
diterapkan di berbagai organisasi,
termasuk pemerintah dan sektor
swasta.  Bentuk-bentuk  tersebut
meliputi audit internal dan eksternal,
pengawasan langsung oleh atasan,
sistem pelaporan pengaduan
(whistleblowing), pemantauan
elektronik, serta konsultan atau pihak
Berdasarkan
(2018),

implementasi strategi kepengawasan

ketiga  independen.
tulisan  oleh  Susanto
dapat bervariasi tergantung pada
konteks organisasi, ukuran, dan
kompleksitasnya. Di sektor publik,
implementasi strategi kepengawasan
seringkali melibatkan pembentukan
lembaga pengawas khusus,
pembentukan tim pengawas internal,
pelatihan staf dalam pengawasan,
serta penerapan teknologi informasi

untuk pemantauan dan evaluasi.

Dalam penelitiannya, Sari dan
Kusumawati (2019)

inovasi dalam

menyoroti
pentingnya
implementasi strategi kepengawasan.
Mereka menekankan bahwa
organisasi perlu terus
mengembangkan dan menyesuaikan
strategi  kepengawasan  mereka
dengan perkembangan teknologi,
perubahan lingkungan, dan tuntutan
pemangku  kepentingan. Inovasi
dapat berupa pengembangan sistem
informasi, pemanfaatan big data, atau
penggunaan alat pengawasan baru
yang lebih efektif. Pandangan dari
Sukma (2017) mencatat bahwa
implementasi strategi kepengawasan
seringkali dihadapi oleh berbagai
tantangan dan hambatan, termasuk
keterbatasan sumber daya, resistensi
terhadap perubahan, kelemahan
sistem, dan kurangnya dukungan dari
pihak-pihak terkait. Oleh karena itu,
penting bagi organisasi untuk
mengidentifikasi dan  mengatasi
hambatan-hambatan tersebut agar
strategi kepengawasan dapat
berjalan dengan efektif.

Berdasarkan pendapat para
ahli di atas, dapat disimpulkan bahwa
bentuk-bentuk strategi
kepengawasan dapat beragam dan
tergantung pada konteks organisasi

serta implementasinya dapat

1765



Didaktik : Jurnal llmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X

Volume 10 Nomor 02, Juni 2024

melibatkan berbagai pendekatan dan
metode. Penting bagi organisasi
untuk memperhatikan inovasi,
mengidentifikasi  tantangan, dan
mengatasi hambatan dalam
implementasi strategi kepengawasan
guna memastikan efektivitas dan
keberlanjutannya.
Akuntabilitas dalam Tata Kelola
Pendidikan
Menurut penelitian yang
(2018),

konteks

dilakukan  oleh  Pratiwi
akuntabilitas dalam

pendidikan merujuk pada kewajiban
dan tanggung jawab lembaga
pendidikan untuk bertanggung jawab
atas hasil dan kinerja mereka kepada
para pemangku kepentingan,
termasuk siswa, orang tua,
masyarakat, dan pemerintah. Konsep
ini menekankan pentingnya
transparansi, integritas, dan
pertanggungjawaban dalam proses
pembelajaran dan pengelolaan
sekolah. Berdasarkan tulisan oleh
Nugroho (2017), teori akuntabilitas
dalam administrasi publik
menekankan bahwa lembaga-
lembaga publik harus bertanggung
jawab kepada publik untuk kinerja
dan keputusan mereka. Teori ini
menyoroti pentingnya adanya
mekanisme pengawasan dan kontrol

yang efektif, transparansi dalam

pengambilan keputusan, serta
pemberian sanksi bagi pelanggaran
aturan atau kebijakan.

Dalam penelitian yang
dilakukan oleh Arifin dan Setiawan
(2019),

dipandang sebagai salah satu faktor

konsep akuntabilitas
penting dalam meningkatkan kualitas
pendidikan. Mereka menyoroti bahwa
akuntabilitas yang baik dapat
mendorong

lembaga  pendidikan

untuk  melakukan evaluasi diri,
mengidentifikasi  kelemahan, dan
melakukan perbaikan secara
berkelanjutan. Pandangan dari
Wibowo (2016) menekankan bahwa
teori akuntabilitas digunakan sebagai
dasar untuk mengembangkan sistem
pengukuran kinerja dalam organisasi,
termasuk

lembaga pendidikan.

Dengan mengukur kinerja
berdasarkan standar dan indikator
yang jelas, lembaga pendidikan dapat
memastikan bahwa mereka tetap
akuntabel dan fokus pada
pencapaian tujuan.

Dari rangkuman pendapat
para ahli di atas, dapat disimpulkan
bahwa konsep dan teori akuntabilitas
sangat penting dalam konteks
pendidikan dan administrasi publik
secara umum. Akuntabilitas
memainkan peran kunci dalam

meningkatkan transparansi,

1766



Didaktik : Jurnal llmiah PGSD FKIP Universitas Mandiri
ISSN Cetak : 2477-5673 ISSN Online : 2614-722X

Volume 10 Nomor 02, Juni 2024

integritas, dan kualitas layanan
pendidikan, serta memastikan bahwa
lembaga-lembaga publik bertanggung
jawab atas kinerja dan keputusan
mereka kepada para pemangku
kepentingan.

Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Akuntabilitas dalam Pendidikan
dan Tindakan untuk Meningkatkan
Tingkat Akuntabilitas

Menurut penelitian oleh Sari dan
(2018),

yang mempengaruhi akuntabilitas

Kusumawati faktor-faktor

dalam pendidikan meliputi:

a. Kepemimpinan yang  efektif:
Kepemimpinan yang kuat dan
berorientasi pada tujuan dapat
mendorong budaya akuntabilitas
di dalam lembaga pendidikan.

b. Keterlibatan pemangku

kepentingan: Melibatkan semua

pemangku kepentingan,
termasuk siswa, guru, orang tua,
dan masyarakat, dapat
meningkatkan akuntabilitas dan
transparansi dalam pengelolaan
pendidikan.

c. Kualitas pengelolaan data:
Ketersediaan data yang akurat
dan relevan sangat penting untuk
memonitor dan mengevaluasi
kinerja pendidikan secara efektif.

d. Sistem insentif dan sanksi:

Adanya sistem insentif yang

menarik dan sanksi yang jelas
dapat mendorong para pelaku
pendidikan untuk bertanggung
jawab atas kinerja mereka.

Berdasarkan tulisan oleh
Pratama (2019),

tindakan yang dapat dilakukan untuk

Setiawan dan

meningkatkan tingkat akuntabilitas
dalam pendidikan meliputi:

a. Pembentukan kebijakan yang
jelas: Kebijakan yang jelas dan
terukur dapat memberikan
panduan yang tepat bagi
lembaga pendidikan dalam
melaksanakan tugas dan
tanggung jawab mereka.

b. Pelatihan dan pengembangan

SDM: Pelatihan dan
pengembangan staf
pendidikan dalam hal

akuntabilitas dan pengelolaan

data dapat meningkatkan
kualitas pengelolaan
pendidikan.

c. Meningkatkan keterlibatan

masyarakat: Membangun
keterlibatan masyarakat dalam
proses pengambilan keputusan
pendidikan dan pemantauan
kinerja dapat memperkuat
akuntabilitas dan transparansi.
Pandangan dari Permana dan
Setiawan (2017)

pentingnya implementasi  prinsip-

menyoroti
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prinsip good governance, termasuk
transparansi, partisipasi,
keterbukaan, dan  responsivitas,
sebagai upaya untuk meningkatkan
akuntabilitas dalam pendidikan.
Berdasarkan penjelasan para
ahli di atas, faktor-faktor yang
mempengaruhi akuntabilitas dalam
pendidikan meliputi kepemimpinan,
keterlibatan pemangku kepentingan,
kualitas pengelolaan data, dan sistem
insentif dan sanksi. Untuk
meningkatkan tingkat akuntabilitas,
tindakan yang dapat dilakukan
termasuk pembentukan kebijakan
yang jelas, pelatihan staf,
peningkatan keterlibatan masyarakat,
dan implementasi  prinsip-prinsip
good governance.
Transparansi dalam Tata Kelola
Pendidikan
Menurut penelitian oleh
Pramono (2019), transparansi dalam
konteks pendidikan merujuk pada
keterbukaan dan keterlihatan
informasi terkait dengan kegiatan,
proses, dan keputusan yang diambil
oleh lembaga pendidikan.
Transparansi melibatkan penyediaan
informasi yang jelas, akurat, dan
mudah diakses kepada semua
pemangku kepentingan, termasuk
siswa, orang tua, guru, dan

masyarakat.

Berdasarkan tulisan oleh
(2018),

transparansi dianggap penting dalam

Setiawan dan Arifin

tata kelola pendidikan karena
beberapa alasan:
a. Mendorong akuntabilitas:
Transparansi membantu
mendorong lembaga pendidikan
untuk bertanggung jawab atas
kinerja dan keputusan mereka
kepada pemangku kepentingan.
b. Meningkatkan kepercayaan
publik: Keterbukaan dalam
pengelolaan pendidikan
meningkatkan kepercayaan dan
kepuasan masyarakat terhadap
lembaga pendidikan.
c. Mendorong partisipasi:
Transparansi memungkinkan
partisipasi aktif dari masyarakat
dalam pengambilan keputusan
pendidikan dan pemantauan
kinerja sekolah.

Pandangan dari Permana dan
Utami (2020) menyoroti bahwa
penerapan prinsip transparansi dalam
pendidikan  melibatkan  beberapa
langkah, termasuk:
a. Memastikan ketersediaan
informasi: Lembaga pendidikan
harus menyediakan informasi
yang lengkap dan mudah diakses
tentang program, kebijakan, dan

kinerja mereka.
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b. Membangun budaya

keterbukaan: Penting bagi

lembaga pendidikan untuk
membangun budaya keterbukaan
di antara staf, siswa, dan
pemangku kepentingan lainnya.

c. Mendorong patrtisipasi: Lembaga
pendidikan harus mengaktifkan
partisipasi dari berbagai
pemangku kepentingan dalam
proses pengambilan keputusan
dan evaluasi.

Dari penjelasan para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa
transparansi dalam pendidikan
mengacu pada keterbukaan informasi
dan proses dalam lembaga
pendidikan. Transparansi dianggap
penting karena mendorong
akuntabilitas, meningkatkan
kepercayaan publik, dan mendorong
partisipasi  aktif dari masyarakat
dalam pengelolaan pendidikan.
Faktor-faktor yang Mempengaruhi
Transparansi dalam Pendidikan
dan Praktik Transparansi dalam
Konteks Pendidikan

Menurut penelitian oleh
Pratama (2017), faktor-faktor yang
memengaruhi  transparansi dalam
pendidikan termasuk:

a. Kepemimpinan yang mendukung:

Kepemimpinan yang kuat dan

berkomitmen terhadap

keterbukaan dan akuntabilitas

dapat membentuk budaya
transparansi di lembaga
pendidikan.

b. Budaya organisasi: Budaya
organisasi yang mendorong

keterbukaan, kolaborasi, dan

penghargaan terhadap masukan

dari berbagai pemangku
kepentingan dapat meningkatkan
transparansi.

c. Peraturan dan kebijakan: Adanya
peraturan dan kebijakan yang
mendukung keterbukaan dan
pelaporan  informasi  secara

terbuka dapat memfasilitasi

praktik transparansi.

Berdasarkan tulisan oleh Sari dan

(2019), praktik

transparansi dalam

Kusumawati
pendidikan
mencakup beberapa aspek, antara
lain:

a. Pengungkapan informasi:
Lembaga pendidikan secara
terbuka menyediakan informasi
terkait dengan kebijakan,

program, anggaran, dan kinerja

mereka kepada pemangku
kepentingan.

b. Keterlibatan pemangku
kepentingan: Lembaga

pendidikan melibatkan siswa,

orang tua, guru, dan masyarakat
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dalam proses pengambilan
keputusan dan evaluasi kinerja.

c. Pelaporan  kinerja. Lembaga

pendidikan secara rutin

melaporkan  kinerja  mereka

kepada pemangku kepentingan

saluran

melalui berbagai

komunikasi,  seperti  laporan
tahunan atau pertemuan terbuka.

Pandangan dari Wibowo dan
Arifin  (2018) menekankan bahwa
penggunaan teknologi informasi,
seperti portal transparansi atau
aplikasi pelaporan online, dapat
meningkatkan transparansi dalam
pendidikan dengan memudahkan
akses informasi dan memfasilitasi
interaksi antara lembaga pendidikan
dan pemangku kepentingan.

Dari penjelasan para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa faktor-
faktor seperti kepemimpinan, budaya
organisasi, dan peraturan
mempengaruhi tingkat transparansi
dalam pendidikan. Praktik
transparansi dalam pendidikan
mencakup pengungkapan informasi,
keterlibatan pemangku kepentingan,
dan pelaporan kinerja. Penggunaan
teknologi informasi juga dapat
meningkatkan  aksesibilitas  dan
kemudahan dalam mempraktikkan

transparansi.

Hubungan antara Kepengawasan,
Akuntabilitas, dan Transparansi
a. Interaksi dan Korelasi antara
Kepengawasan dan Akuntabilitas
Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Hartono (2018),
terdapat interaksi yang erat antara
kepengawasan dan akuntabilitas
dalam konteks tata kelola organisasi.
Kepengawasan berperan sebagai
mekanisme pengawasan dan

pengendalian terhadap pelaksanaan

kegiatan  organisasi, sedangkan
akuntabilitas berkaitan dengan
kewajiban organisasi untuk

bertanggung jawab atas kinerja dan
keputusan mereka kepada para
pemangku kepentingan. Dengan
demikian, kepengawasan yang efekitif
dapat memfasilitasi  pencapaian
akuntabilitas yang tinggi dalam
organisasi. Berdasarkan pandangan
dari Arifin (2019), terdapat korelasi
positif antara tingkat kepengawasan
dan tingkat akuntabilitas dalam
organisasi. Artinya, semakin kuat dan
efektif sistem kepengawasan yang
diterapkan, @ maka  kemungkinan
terwujudnya akuntabilitas yang tinggi
juga semakin besar. Sebaliknya, jika
mekanisme kepengawasan lemah
atau tidak efektif, maka akan sulit
bagi organisasi untuk mencapai

tingkat akuntabilitas yang memadai.
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Pandangan dari Setiawan (2017)
menyoroti bahwa kepengawasan
memiliki peran  penting dalam

mendorong akuntabilitas di dalam

organisasi. Dengan adanya
mekanisme pengawasan yang
transparan dan efektif, para
pemangku  kepentingan  memiliki

keyakinan bahwa lembaga tersebut

bertanggung jawab atas kinerja dan

keputusannya. Hal ini akan
membentuk budaya akuntabilitas
yang kuat di dalam organisasi.

Dari pendapat para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa terdapat
interaksi yang erat antara
kepengawasan dan akuntabilitas
dalam konteks tata kelola organisasi.
Adanya korelasi positif antara kedua
konsep ini  menunjukkan bahwa
kepengawasan yang efektif dapat
memfasilitasi terwujudnya
akuntabilitas yang tinggi. Oleh karena
itu, penting bagi organisasi untuk
memperhatikan dan
mengintegrasikan kedua konsep ini
secara holistik dalam praktik tata
kelola mereka.

b. Interaksi dan Korelasi antara
Kepengawasan dan Transparansi
Berdasarkan pandangan dari

Pratama (2018), terdapat Kkorelasi
positif antara tingkat kepengawasan

dan tingkat transparansi dalam

organisasi. Artinya, semakin kuat
mekanisme kepengawasan yang
diterapkan, semakin tinggi tingkat
transparansi yang dapat dicapai oleh
organisasi tersebut. Sebaliknya, jika
lembaga tidak memiliki mekanisme
pengawasan yang memadai, maka
akan sulit untuk mencapai tingkat
transparansi yang

optimal.Pandangan dari Setiawan

(2017) menyoroti bahwa
kepengawasan memiliki peran
penting dalam mendorong

transparansi di dalam organisasi.
Dengan adanya pengawasan yang
efektif, lembaga dapat memastikan
bahwa informasi yang disediakan
kepada pemangku  kepentingan
adalah akurat, jelas, dan mudah
diakses. Hal ini akan membentuk
budaya transparansi yang kuat di
dalam organisasi.

Dari penjelasan para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa terdapat
interaksi yang erat antara
kepengawasan dan transparansi
dalam konteks tata kelola organisasi.
Korelasi positif antara kedua konsep
ini menunjukkan bahwa
kepengawasan yang efektif dapat
memfasilitasi terwujudnya
transparansi yang tinggi. Oleh karena
itu, penting bagi organisasi untuk

memperhatikan dan
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mengintegrasikan kedua konsep ini

dalam praktik tata kelola mereka.

c. Dampak Kepengawasan
terhadap Akuntabilitas dan
Transparansi:

Dalam sebuah penelitian yang
dilakukan oleh Pratama (2019),
dampak kepengawasan terhadap
akuntabilitas dan transparansi
diidentifikasi sebagai berikut:

1. Peningkatan

Akuntabilitas:

Tingkat

Kepengawasan yang  efektif

dapat meningkatkan tingkat
akuntabilitas dalam sebuah
organisasi. Dengan adanya

mekanisme pengawasan yang ketat,
setiap tindakan dan keputusan yang
diambil oleh pihak-pihak di dalam
organisasi akan lebih
dipertanggungjawabkan. Sebagai
contoh, pengawasan yang dilakukan
oleh badan pengawas atau
ombudsman  dapat memastikan
bahwa setiap kebijakan dan tindakan
yang dilakukan oleh pemerintah atau
lembaga publik sesuai dengan
standar yang ditetapkan.

2. Mendorong Peningkatan

Transparansi:

Kepengawasan yang efektif juga
berdampak pada peningkatan
transparansi di dalam organisasi.

Ketika  mekanisme  pengawasan

berjalan dengan baik, informasi
tentang kegiatan dan keputusan
organisasi akan lebih mudah diakses
oleh publik. Hal ini mendorong
terciptanya budaya transparansi di
dalam organisasi, di mana informasi
yang relevan  tersedia  untuk
dievaluasi oleh para pemangku
kepentingan.

Dari penelitian tersebut, dapat
disimpulkan bahwa kepengawasan

memiliki dampak yang signifikan

terhadap akuntabilitas dan
transparansi di dalam sebuah
organisasi. Dengan adanya

mekanisme pengawasan yang efektif,
organisasi cenderung menjadi lebih
akuntabel dalam tindakan dan
keputusannya serta lebih transparan
dalam menyediakan informasi
kepada publik. Oleh karena itu,
penting bagi organisasi, terutama di
sektor publik, untuk memperhatikan
dan memperkuat sistem
kepengawasan mereka guna
meningkatkan tingkat akuntabilitas
dan transparansi.

Tantangan dan Peluang dalam

Implementasi Strategi
Kepengawasan

Menurut penelitian oleh
Setiawan  (2018), salah  satu

tantangan utama dalam memperkuat

kepengawasan adalah keterbatasan
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sumber daya. Terutama di sektor
publik, lembaga pengawas sering kali
menghadapi keterbatasan anggaran,

personel, dan infrastruktur. Hal ini

dapat menghambat efektivitas
pengawasan terhadap  berbagai
aktivitas yang berpotensi

menimbulkan  risiko. Berdasarkan
penelitan oleh Pramono (2017),
tantangan lainnya adalah
ketidakseimbangan kekuatan antara
lembaga pengawas dengan institusi
atau individu yang menjadi obyek
pengawasan. Terutama dalam situasi
di mana institusi yang diperiksa
memiliki  kekuatan  politik  atau
ekonomi  yang kuat, lembaga
pengawas sering kali kesulitan untuk
menjalankan tugasnya dengan
independen dan efektif.

Menurut penelitian oleh Arifin
(2019),

memperkuat kepengawasan adalah

tantangan lain  dalam

kompleksitas lingkungan bisnis yang
terus berkembang. Perubahan cepat
dalam teknologi, regulasi, dan
strategi bisnis sering kali mempersulit
lembaga pengawas untuk memahami
dan menanggapi berbagai risiko baru
yang muncul.

Dari berbagai penelitian tersebut,
terihat bahwa tantangan dalam
memperkuat kepengawasan

mencakup  keterbatasan  sumber

daya, ketidakseimbangan kekuatan,
dan kompleksitas lingkungan bisnis.
Untuk mengatasi tantangan ini,
diperlukan langkah-langkah strategis
seperti peningkatan anggaran dan
kapasitas institusi pengawas,
penguatan independensi lembaga
pengawas, serta penggunaan
teknologi informasi yang tepat.

Dalam konteks meningkatkan
efektivitas kepengawasan, beberapa
ahli telah mengidentifikasi berbagai
peluang yang dapat dimanfaatkan.
Berikut adalah pandangan dari
penelitian yang relevan:

1. Pemanfaatan Teknologi dalam
Kepengawasan
Teknologi  informasi  memiliki
potensi besar untuk meningkatkan
efektivitas kepengawasan. Dalam
Prasetyo (2019)

menyoroti bahwa

penelitiannya,
pemanfaatan
teknologi seperti sistem informasi
manajemen dan analisis data dapat
memperkuat kemampuan lembaga
pengawas dalam memantau dan
mengaudit aktivitas organisasi. Selain
itu, teknologi juga dapat digunakan
untuk memfasilitasi pelaporan yang
lebih efisien dan transparan.

2. Penguatan Kerjasama
Antarlembaga Pengawasan
Dalam penelitiannya, Wibowo

(2020) menyoroti pentingnya
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kerjasama antarlembaga
pengawasan dalam meningkatkan
efektivitas pengawasan. Kolaborasi
antara berbagai lembaga pengawas
dapat memperluas jangkauan
pengawasan, mengidentifikasi risiko
secara lebih komprehensif, dan
memperkuat pertukaran informasi
yang relevan. Hal ini dapat
memungkinkan penggunaan sumber
daya secara lebih efisien dan efektif.
3. Peningkatan Kapasitas Sumber

Daya Manusia

Menurut penelitian yang
dilakukan oleh Santoso (2018),
peningkatan kapasitas sumber daya
manusia (SDM) dalam Ilembaga
pengawas juga merupakan peluang
penting untuk meningkatkan
efektivitas kepengawasan. Dengan
memberikan pelatihan dan
pendidikan yang memadai kepada
personel pengawas, mereka akan
memiliki keterampilan dan
pengetahuan yang diperlukan untuk
menjalankan  tugas pengawasan
dengan lebih baik.
Dari sudut pandang para ahli
tersebut, terlihat bahwa terdapat
peluang yang signifikan untuk
meningkatkan efektivitas
kepengawasan, terutama melalui
pemanfaatan teknologi, penguatan

kerjasama antarlembaga

pengawasan, dan
kapasitas SDM.

peningkatan

Dengan
memanfaatkan peluang-peluang ini,
diharapkan lembaga pengawas dapat
lebih efektif dalam menjalankan
perannya dalam mengawasi dan
mengendalikan berbagai aktivitas
yang berpotensi menimbulkan risiko.
Dalam upaya mengatasi tantangan
dan memanfaatkan peluang dalam
meningkatkan tata kelola, peran
pihak terkait sangatlah penting.
Beberapa penelitian di Indonesia
telah membahas pandangan ahli
tentang hal ini:
1. Peran Pemerintah dalam

Mendorong Reformasi

Menurut penelitian oleh Susanto
(2019), pemerintah memiliki peran
utama dalam mendorong reformasi
kelembagaan untuk mengatasi
tantangan dan memanfaatkan
peluang dalam tata kelola yang lebih
baik. Pemerintah perlu membuat
kebijakan yang mendukung
transparansi,  akuntabilitas, dan
partisipasi masyarakat dalam proses
pengambilan keputusan. Selain itu,
pemerintah juga perlu memperkuat
lembaga pengawas dan memastikan
penegakan hukum yang adil dan
efektif terhadap praktik-praktik
korupsi dan penyalahgunaan

kekuasaan.
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2. Peran Masyarakat Sipil dalam

Pengawasan

Dalam penelitian oleh Raharjo
(2018), masyarakat sipil diidentifikasi
sebagai pihak yang memiliki peran
penting dalam mengatasi tantangan
dan memanfaatkan peluang dalam
tata kelola. Masyarakat sipil dapat
berperan sebagai agen pengawasan
yang memantau kinerja pemerintah
dan lembaga publik, mengadvokasi
kebijakan yang transparan dan
akuntabel, serta
3. Peran Sektor Swasta dalam

Good Governance

Menurut penelitian oleh Prayogo
(2020), sektor swasta juga memiliki
peran yang  signifikan  dalam
mendukung good governance. Sektor
swasta dapat berperan dalam
mempromosikan integritas dan etika
bisnis yang tinggi, memberikan

dukungan finansial dan teknis untuk

reformasi kelembagaan, serta
berpartisipasi dalam kemitraan
publik-swasta  untuk  penyediaan

layanan publik yang berkualitas.

Dari penjelasan para ahli di atas,
dapat disimpulkan bahwa peran pihak
terkait, termasuk pemerintah,
masyarakat sipil, dan sektor swasta,
sangatlah penting dalam mengatasi
tantangan dan memanfaatkan

peluang dalam tata kelola yang lebih

baik. Kolaborasi antara berbagai
pihak ini dapat memperkuat upaya
reformasi kelembagaan dan
memajukan  prinsip-prinsip  good

governance di Indonesia.

D. Kesimpulan

Dari pembahasan diatas,
ditemukan bahwa kepengawasan
memainkan peran krusial dalam
memastikan akuntabilitas dan
transparansi dalam tata kelola
pendidikan. Dari berbagai tinjauan
dan analisis, dapat disimpulkan
bahwa, Kepengawasan adalah pilar
utama dalam memastikan kepatuhan
terhadap kebijakan dan prosedur,
penggunaan yang efisien dari sumber
daya, serta pemantauan terhadap
kinerja lembaga pendidikan. Tanpa
kepengawasan yang efektif, risiko
ketidakpatuhan, pemborosan, dan
praktik yang tidak etis dapat muncul.
Kepengawasan yang kuat membantu
mendorong akuntabilitas di semua
tingkatan sistem pendidikan. Dengan
mempertanggungjawabkan kebijakan

dan tindakan, baik secara internal

maupun kepada pemangku
kepentingan  eksternal, lembaga
pendidikan didorong untuk

meningkatkan kinerja mereka dan
memaksimalkan pencapaian tujuan

pendidikan.
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Transparansi adalah  kunci
dalam membangun kepercayaan

masyarakat terhadap lembaga
pendidikan. Dengan memberikan
akses vyang jelas dan mudah
terhadap informasi tentang kegiatan,
keputusan, dan Kkinerja, lembaga
pendidikan dapat membangun
hubungan yang kuat dengan
masyarakat dan meningkatkan
partisipasi serta dukungan mereka.
Untuk mencapai akuntabilitas dan
transparansi yang optimal, diperlukan
implementasi strategi kepengawasan
yang terarah dan komprehensif. Hal

ini melibatkan peningkatan kapasitas

lembaga pengawas, penguatan
kerjasama  antarlembaga, serta
pengembangan mekanisme

pelaporan dan pengawasan yang
efektif.

Dengan demikian, artikel ini
menegaskan bahwa kepengawasan
memiliki peran yang sangat penting
dalam meningkatkan akuntabilitas
dan transparansi dalam tata kelola
pendidikan. Untuk mencapai tujuan
ini, diperlukan  komitmen dan
kerjasama dari berbagai pihak terkait,
serta implementasi strategi
kepengawasan vyang tepat dan

efektif.
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